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ABSTRACT

The amendment to the 1945 Constitution became the momentum for the return of regional autonomy. In 2000, Nagari again became the lowest government organizer in the region. Nagari is an institution that exercises government power through customary density that has executive, legislative and judicial functions. Problem Formulation: 1) How is the implementation of the duties and functions of KAN based on the Regional Regulation of Agam Regency Number 12 of 2007 concerning Nagari Government in Nagari Manggopoh, Lubuk Basung District? 2) What are the obstacles faced by KAN in carrying out its duties and functions in Nagari Manggopoh, Lubuk Basung District? 3) What efforts have been made by KAN in overcoming the obstacles in Nagari Manggopoh, Lubuk Basung District? The research method used is sociological law consisting of primary and secondary data sources, interview data collection techniques and document studies, then the data is analyzed qualitatively. Research results: 1) Implementation of the duties and functions of the Nagari Customary Council based on Regional Regulation of Agam Regency Number 12 of 2007 concerning Village Government in Nagari Manggopoh, Lubuk Basung District 2) Obstacles faced by the Nagari Customary Council in Nagari Manggopoh, Lubuk Basung District in carrying out its duties and functions, namely the lack of public awareness, and low levels of education 3) Efforts made by KAN in overcoming obstacles in Nagari Manggopoh, Lubuk Basung District, are conducting training for traditional leaders. 
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat hukum adat serta hak-haknya yang djjamin dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang". Salah satunya adalah Nagari di Minangkabau, Sumatera Barat.

Nagari diumpamakan sebagai sebuah Negara kecil didalamnya terdapat penyelenggara Pemerintahan dan bersamaan dengan lembaga Kerapatan Adat Nagari yang mengatur dan mengurus segala urusan kenagarian termasuk urusan adat, urusan adat merupakan masalah yang masih kental dalam lingkungan masyarakat adat. Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga tertinggi yang mewakili musyawarah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sehingga Kerapatan Adat Nagari sangat berperan penting dalam proses pelaksanaan adat istiadat di Sumatera Barat.[footnoteRef:1] [1:  Deswan Syam, 2023, Eksistensi Kerapataan Adat Nagari (KAN) Sebagai Identitas Sebuah Nagari, Deepublish Digital, Yogyakarta, hlm 68.] 

Perubahan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi momentum kembalinya otonomi daerah, sehingga penyeragaman desa dihapuskan. Pada tahun 2000, Nagari kembali menjadi penyelenggara pemerintah terendah di daerah. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 sudah terbentuk sebanyak 1265 jumlah Nagari/Kelurahan/Desa menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.[footnoteRef:2] Dan Jumlah Nagari/Kelurahan/Desa di Kabupaten Agam pada tahun 2023 berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 sudah terbentuk sebanyak 92 jumlah Nagari/Kelurahan/Desa di Kabupaten Agam.[footnoteRef:3]  [2:  BPS Sumatera Barat, Jumlah Nagari Desa Kelurahan menurut Kabupaten dan Kota Sumatera Barat, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (bps.go.id).]  [3:  Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, https://agamkab.bps.go.id/indicator/101/127/1/jumlah-nagari-menurut-kecamatan.html.] 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 118 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari menyatakan Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari antara lain :
Tugas Kerapatan Adat Nagari adalah antara lain :
Memberikan persetujuan terhadap perubahan status dan fungsi kekayaan nagari.
Menangkal masuknya pengaruh budaya yang merusak nilai- nilai adat.
Menyelesaikan perkara-perkar perdata adat sehubungan dengan sako, pusako dan sangsako.
Memberikan surat keterangan terhadap seseorang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan adat yang berlaku.
Memberikan persetujuan terhadap kerjasama pengelolaan kekayaan nagari dengan pihak ketiga.
Berperan aktif dalam setiap pembangunan di nagari sebagai mitra kerja pemerintah nagari.
Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat, sako, dan pusako
Bekerjasama dengan lembaga nagari lainnya dalam menyelesaikan masalah social, budaya, dan agama.
Fungsi Kerapatan Adat Nagari adalah antara lain :
Mempertahankan, dan menegakkan nilai-nilai adat Minangkabau
Mendorong terlaksananya kehidupan masyarakat berdasarkan adat salingka nagari.
Membina masyarakat nagari menurut adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah.
Meningkatkan kualitas dan peran pemangku adat di nagari.
Mewariskan nilai-nilai adat Minangkabau kepada anak kemenakan.
Sebagai perekat tali silaturrahmi antara kelompok fungsional dengan rakyat nagari dalam pemberdayaan sako, pusako dan sangsako.
Sedangkan di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung menurut Ridwan, Dt.Tumbijo Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya  yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari masih belum bisa berjalan maksimal.
Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul : “PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI DI NAGARI MANGGOPOH KECAMATAN LUBUK BASUNG”.

Rumusan Masalah
Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung?
Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung?
Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam mengatasi kendala-kendala di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung?

Tujuan Penelitian
Untuk menganalisa Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung.
Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung.
Untuk menganalisa saja upaya-upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam mengatasi kendala-kendala di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung



METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Jenis penelitan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis, Penelitian hukum Sosiologis merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial.[footnoteRef:4] [4:  Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 167.
] 

Sumber Data
Sumber Data Terdiri dari Sumber Data Primer dan Sekunder
Teknik Pengumpulan Dat
Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumentasi dan Wawancara
Teknik Analisis Data
Teknik Analisis Data menggunakan Analisis Kualitatif.

[bookmark: _GoBack]HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemeintahan Nagari di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung.
Berdasarkan wawancara penulis dengan Ridwan, Dt, Tumbijo sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari di Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung, Untuk pelaksanaan tugas kerapatan adat nagari di nagari manggopoh kecamatan lubuk basung, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, Ridwan, Dt, Tumbijo menjelaskan bahwa kerapan adat nagari di nagari manggopoh Kecamatan Lubuk Basung belum terlaksana secara makasimal.

Kendala-kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung.
Berdasarkan wawancara penulis dengan Ridwan, Dt, Tumbijo sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari di Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung, Kendala-kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung antara lain:
Kurangnya kesadaran dari masyarakat dan anak-kemenakan betapa pentingnya Nilai-Nilai Budaya Minangkabau.
Pemangku adat yang bersifat pasif dalam melakukan pembinaan kepada anak-kemenakan.
Hiburan malam yang melampaui batas
Perubahan-perubahan zaman dan masuknya pengaruh budaya lain
Pendidikan pemangku adat yang beragam

Upaya-upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam mengatasi kendala-kendala di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung.
Berdasarkan wawancara penulis dengan Ridwan, Dt, Tumbijo sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari di Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung, Upaya-upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung dalam mengatasi kendala-kendala antara lain:
Mendorong masyarakat menggunakan kesenian tradisional ketika ada pesta pernikahan
Mendorong pemangku adat lebih aktif dalam melakukan pembinaan tentang adat adat
Melarang masyarakat menggunakan orgen pada malam hari ketika ada pesta pernikahan
Melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan  kepada anak kemenakan
Melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan  kepada para pemangku adat 
IV.	PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan pembahasaan yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat disimpulkan antara berikut : 
Pelaksanaan tugas dan fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung belum terlaksanakan secara maksimal.
Kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Manggopoh yaitu: kurangnya sumber daya manusia, pemangku adat yang bersifat fasif dan Pendidikan pemanngku adat yang masih rendah, hiburan malam yang kebablasan, dan kurangnya kesadaran akan Nilai-nilai Adat Minangkabau.
Upaya-upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari 
(KAN) Manggopoh dengan: Melarang masyarakat menggunkan orgen di malam. Mendorong masyarakat untuk menggunakan kesenian tradisional, melakukan pelatihan untuk anak-kemenakan yang diadakan setiap jorong, melakukan pelatihan untuk pemangku adat


Saran 
Agar Kerapatan Adat Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan terkait komunikasi mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing pihak agar bisa saling mengevaluasi adat.
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